SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 57 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MANAJEMEN KEDISIPLINAN DAN KINERJA PEGAWAI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan budaya kerja yang
berintegritas dan profesional dengan memastikan
kepatuhan dan  kedisplinan pegawai  serta
meningkatkan produktivitas dan efektivitas kinerja
pegawai, dipandang perlu menyusun Standar
Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Kedisiplinan
dan Kinerja Pegawai pada Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu
Utara tentang Penetapan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Manajemen Kedisiplinan dan Kinerja

Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomar 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor I1 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi] dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun [|2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat




Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
135);

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedeman
Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai
Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemillihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan  Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 1357 Tahun 2023 tentang Pemberian
Tunjangan Kinerja Pegawai Pemerintah d%ngan
Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Kinerja Pegawat di Lingkungan Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemijlihan
Umum Nomor 464 Tahun 2024 tentang Peta -.:nt)atan
di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten|/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor
2245 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor




Menetapkan

KESATU

KEDUA

10.

464 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Kc')misi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 2244 Tahun 2024 tentang Kelas
Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana di
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,| dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MANAJEMEN
KEDISIPLINAN DAN KINERJA PEGAWAI PADA KCTMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN

2026

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Manajemen Kedisiplinan dan Kinerja Pegawai pada Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2026,

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan|yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan [ini.

Standar Operasional Prosedur (SOP} Manajemen

Kedisiplinan dan Kinerja Pegawai pada Komisi Pemilihan

Umu

m Kabupaten Luwu Utara Tahun 2026 sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU memuat Tata |Cara

Pelaksanaan Kegiatan Terkait Manajemen Kedisiplinan dan

Kinerja Pegawai yang meliputi:

nallB

SOP Administrasi Absensi Pegawai
SOP Disiplin Pegawai
SOP Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai

SOP Pengukuran Kinerja.




KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
sampai tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 04 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

FITRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRE'E)&RIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
- “Kepala'Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu-dan Hukum




LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU UTARA NOMOR 57 TAHUN
2026

TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MANAJEMEN KEDISIPLINAN DAN
KINERJA PEGAWAI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU UTARA TAHUN 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MANAJEMEN KEDISIPLINAN DAN KINERJA PEGAWAI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026

NO. | NOMOR SOP JENIS SOP KET
1. | 34 Tahun 2026 | SOP Administrasi Absensi Pegawai SOP Rutin
2. | 35 Tahun 2026 | SOP Disiplin Pegawai SOP Rutin
3. |36 Tahun 2026 | SOP Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai SOP Rutin
4. | 44 Tahun 2026 | SOP Pengukuran Kinerja SOP Rutin

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 04 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

FITRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

SUB BAGIAN PARTISIPAS], HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN
SUMBER DAYA MANUSIA

No. SOP 34 Tahun 2026

Tgl Pengesahan 04 Februari 2026

Tgl Revisi 03 Februari 2026

Tel Efektif 04 Februarl 2026

Luwu Utara

Disahkan Oleh

aris KPU Kal

SOP ADMINISTRAS ABSENSI PEGAWAI

DASAR HUKUM :

1

2

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawal Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor |1 Tahun
2017 tentang Manaj Py i Negeri Sipil

¥ repe

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedomanan
Peny Standar Op ional Prosedur Admini

Peraturan Komis| Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Urnum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Urmum, Komisi Pemilihan Urnum
Provinsi, dan Kornisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Peraturan Komis| Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Urmum
Kabupaten/Kota

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pernilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2244 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan Struktural,
Fungsional, dan Pelaksana di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemnilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang juk Teknis Pelak Pemberian
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pernilihan Umum

Pemer

Dt

KUALIFIKASI PELAKSANA :

2.\ hani regulasi g jam kerja

KETERKAITAN :

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

I
2
3

SOP PENGUSULAN IZIN BELAJAR
S0P PENGUSULAN CUTI
SOP DISIPLIN PEGAWAI

1. Finger print

2. Komputer

3. Printer

4. Absensi Manual

5. Surat Tugas/Cuti/Keterangan Sakit

PERINGATAN :

|PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1

Jika SOP ini tidak dilak k

terdapat penyi prosedur

Pelaksana

Mutu Baku

Kegiatan STAF SUBBAGIAN

PARMAS DAN SDM

KASUBAG. PARMAS

DAN SDM ARIS

Kelengkapan

]

" |MESIN FINGER

MENGUNDUH DAFTAR ABSENSI DARI

Mesin Finger 15 Menit

Record data absensi

. |JUMLAH CUTI, JUMLAH LUPA/LALAI

MEMBUAT REKAPITULASI KEHADIRAN

PEGAWAI MELIPUTI JUMLAH HARI
KERIA, JUMLAH TERLAMBAT, JUMLAH

TERLAMBAT + PULANG LEBIH AWAL, '

MENGISI ABSENSI, JUMLAH TIDAK HADIR
TANDA DAN ATAU DENGAN
KETERANGAN, JUMLAH SURAT
TUGAS/PERIALANAN DINAS, DLL

ute, Alat tuli
forpue At |

' Pegawai

Rekapitulasi Kehadiran

MEMERIKSA REKAPITUASI KEHADIRAN
PEGAWAI

Alat tulis kantor 1lam

Pegawali

Rekapitulasi Kehadiran

. | REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI

PENANDATANGANAN

OLEH PEJABAT BERWENANG,

Alat tulis kantor 5 Menit

Pegawai

Rekapitulasi Kehadiran

" |PEGAWAI KEPADA BAGIAN

PENYAMPAIAN REKAP KEHADIRAN
PEGAWAI DAN LAPORAN KERIA HARIAN

= e —

KEUANGAN/BENDAHARA PENGELUARAN|

Alat tulis kantor 5 Menit

Kiner ja

Daftar Tunjangan

MENCATAT DAN MENGARSIPAKAN
REKAP KEHADIRAN PEGAWAI

|
|
Ld

Buku agenda, alat tulis

5 Menit
kantor

Daftar Tunjangan
Kinerja telah diarsipkan

- = Awal / Akhir Proses

It | V-~

- = Dokumen Hardcopy,/Softcopy
= Pengambil Keputusan
s =Alur Proses

@D www.kab-luwuutara.kpu.go.id @ P KPU Kab. Luwu Utara

@ rumaskpulutra

© ®xpu tutra

O wpu lutra




W OMISY No. SOP 35 Tahun 2026
Tgl Pengesahan 04 Februari 2026
Tgl Revisi 03 Februari 2026
Tgl Efektif 04 Februari 2026
THAN U w:vu Kabupaten Luwu Utara
KOMISI PEMILIHAN UMUM '
KABUPATEN LUWU UTARA Do Ol
SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN — g, b A
SUMBER DAYA MANUSIA
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Namor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 1.M hami regulasi tentang pelak penegakan disiplin bagi

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

4, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomeor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomeor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2244 Tahun 2024 tentang Kelas labatan
Struktural, Fungsional, dan Pelaksana di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

pegawai negeri sipil di sekretariat Komisi Pemilihan Umum

KETERKAITAN :

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

1 SOP PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT
2 S0P ADMINISTRAS| ABSENSI PEGAWAI

2. Dokurnen surat dinas
3. Alat Tulis Kantor

1. Komputer/Laptop, dan Printer

PERINGATAN : |PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak terlaksananya p plin pega
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan STAF SUBBAGIAN | KASUBAG.PARMAS Ket
SEKRETARIS Kelengka Waktu Output
PARMAS DANSDM |  DAN SDM pan
I
Mempersiapkan berkas/ data atas
1. |pelanggaran yang telah dilakukan kDokumen 30 Menit  |Rekap pelanggaran disiplin
oleh PNS [
¥
Membuat Surat Pemanggilan kepada ”
2. |PNS yang melakukan pelanggaran Komplieridan Alst 1k 30 Menit  |Surat Pemanggilan
o kantor
disiplin
Melaksanakan pemanggilan dan
2. |memeriksa PNS yang diduga Alat tulis kantor 30 Menit z'::‘ par:ii:n kepua‘da
{melakukan pelanggaran yang argutan
lika PNS yang bersangkutan terbukti
melakukan pelanggaran disiplin Konsep Surat Keputusan
3. |sesual dengan hasil pemeriksaan Alat tulis kantor 30 Menit  |Penjatuhan Hukuman
maka dibuat konsep surat keputusan Disiplin
penjatuhan hukuman Disiplin
Melaksanakan anggilan,
memeriksa danp:'::maraf kl;mep S Kot a
4. - 3 & |
5ot Kepitusan parfatilian Alat tulis kantor 30 Menit :?i;:.l.d'lan Hukuman
hukuman Disiplin i
¥
Menandatangani SK penjatuhan i
5. hukuman Disiplin Alat tulis kantor 2 Menit  |SK telah ditandatangani
Mendaftarkan dan mengambil
6. [nomor SK penjatuhan hukuman = Buku Agenda 2 Menit  |SK telah dinomor
Disiplin I




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan STAF SUBBAGIAN | KASUBAG.PARMAS
PARMAS DAN SDM DAN SDM PORTARR - e Wakss Output

I
|Menyerahkan SK penjatuhan . SK penjatuhan hukuman

8 |hukuman Disiplin kepada pegawal b_.. gi:::"““h’“ Hukurmen 2Menit  |disiplin siap diberikan
yang bersangkutan " kepada yang bersangkutan
Mencatat dan mengarsipkan SK

9. | penjatuhan hukuman Disiplin kepad - Buku Agenda 2 Menit :F janjit Th:" ""k"::"
pegawai yang bersangkutan isiplin telah diagen

Keterangan Gambar :
1 D -u;uumnm
: [ e
3 - = Dakumen Hardcopy/Saftcopy
|
4 -
@ Ww
B el -“rm

@ www.iab-uwuutaradpu.goid @) KPUKab. Luwuttara @ humaskpuiutra @ @kpu e B kpulutra




. No. SOP 36 Tahun 2026
KOMIS)
Tgl Pengesahan 04 Februarl 2026
Tgl Revisi 03 Februari 2026
Tgl Efektif

|04 Februari 2026

/| sekretaris KPU Kabupaten Luwu Utara

KOMISI PEMILIHAN UMUM 74 N

Disahkan Oleh o f—
KABUPATEN LUWU UTARA (= P
SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN s : soﬂmﬁxsum SASARAN
SUMBER DAYA MANUSIA KINERJA PEGAWAI (SKP)
DASAR HUKUM : KUALIFIKAS] PELAKSANA :

1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

1. Memahami penyusunan sasaran kinerja pegawai {SKP) melalui e Kinerja

3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nemeor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota

5 Keputusan Sekretaris lenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2244 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan

Struktural, Fung: |, dan Pelak di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

KETERKAITAN : PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
1. Komputer/Laptop, dan Printer
2. Dokumen surat dinas

3, Alat Tulis Kantor

1. SOP PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. lika SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak terlaksananya pengukuran kinerja Pegawai
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan STAF SUBBAGIAN | KASUBAG. PARMAS Ket
SEKRETARIS Kelengkapan Waktu Output
PARMAS DAN SDM DAN SDM e
1 : ﬂ = il 4 5 6 T 8
Menyiapkan SKP tahun sebelumnya,
1. |SK Pangkat Terakhir dan SK Jabatan - Berkas SKP 30 Menit  |Berkas telah diperiksa
Terakhir
2. |Menyusun MPH Bagian S —‘ Komputer 3lam MPH Bagian
3. :::::‘"“ SKE el gt Apliasl £ Komputer (Aplikasi E Kinirja)| ~ 8Jam |Sasaran Kinerja Pegawai
Masing-masing Kasubag memeriksa, [
meneliti, memberi penilaian dan ——1 - Sasaran Kinerja Pegawai
& menandatangani berkas usulan Dickse SKP, Actls ket =4 telah ditandatangani
penilaian SKP Pegawai (staf)
Memeriksa, meneliti, memberi .
5. | penilaian dan menandatangani Berkas SKP, Alat tulis kantor | 30 Menit fa:;:?t::;j:a gniwai
berkas usulan p SKP Kasubag e nga
[
| Sasaran Kinerja Pegawai
6. Men\r}:tasl'l:ankiP iwpadde pagawnl --——- Jﬁeﬂ:as SKP 10 Menit  |siap diserahkan kembali
yang DA kepada yang bersangkutan
Mengarsipkan SKP pada dosir masing- - + Sasaran Kinerja Pegawai
¥ P M
masing di bagian SOM B K o telah di arsipkan
Keterangan Gamt
: = Awal / Akhir Proses
2 - =Proses
3 - = Dokumen Hardcopy/Softcopy
4 = Pengambil Keputusan
5 . =AlrProses
@D www.kab-luwuutara.kpu.go.id  §P KPU Kab. Luwu Utara (@ humaskpututra ) @kpu_lutm © wpulutra




No. SOP 44 Tahun 2026
Tgl Pengesahan 04 Februari 2026
Tgl Revisi -
Tgl Efektif 04 Februari 2026
Sekretaris KPU Kabupaten Luwu Utara
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Disahkan Oleh
KABUPATEN LUWU UTARA
SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN =
SUMBER DAYA MANUSIA Nama SOP SOP PENGUKURAN KINERJA
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawal Negeri Sipil

1. Memahami regulasi tentang pemberian tunjangan kinerja pegawai
di sekretariat Komisi Pemilihan Umum

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomer 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi. dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
lenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemillhan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2244 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan

Struktural, Fungsional, dan Pelak di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Keputusan Sekretaris lenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

KETERKAITAN : PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
1. Komputer/Laptop dan Printer
2. Dokumen Surat Dinas
3. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menyulitkan dalam hal administrasi persuratan
2. lika SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan rutin sahari-hari perkantoran akan terganggu
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan STAF SUBBAGIAN KASUBAG. HUKUM
SEKRETARIS Waktu
HUKUM DAN SDM DAN SDM Kalengiapen Outout
Menbuat darf format darf format pengukuran
1 1 15 Menit
pengukuran kinerja - ‘ Laptop kinerja
L Alat Tulis Kantor,
2 Mencermati dan menyetujui S [ lembar disposisi, 15 Menit format pengukuran kinerja
" |format pengukuran kinerja format pengukuran telah diperiksa
kinerja
Menyampaikan format pe— — format pengukuran kinerja
3. | pengukuran kinerja kepada I:j,l:efja PRI 15 Menit tersampaikan ke masing-
masing-masing sub bagian masing sub bagian
Penyusunan Laporan
4. |pengukuran kinerja oleh masing- Laptop 3 Jam Laporan pengukuran kinerja
masing staf
Masing-masing Kasubag
memeriksa, meneliti, memberi i
5, [penitatin dan rhendetmgani Alat Tulis Kantor, 3 Jam Laporan pengukuran kinerja
- lembar disposisi telah ditandatangani
Laporan pengukuran kinerja
Pegawai (staf)
Mengumpulkan laporan kinerja laporan pengukuran
6. dari masing-masing sub bagian ! kinerja 30 Menit laporan kinerja terkumpul
Mengoreksi hasil validasi data
kinerja jika belum sesuai e [ e
7. |dikembalikan ke Kasubl x;m:l(ant?‘r, % faid Iapora: ﬂz%lk::a‘n iklner}a
masing-masing, jika telah sesuai r s il R s
di serahkan ke sub bagian SOM




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan STAF SUBBAGIAN KASUBAG. HUKUM
SEKRETARIS gkapan Waktu Output
HUKUM DAN SDM DAN SDM Ko,
Melaporkan kelengkapan
8 Laporan pengukuran kinerja - laporan pengukuran 10 Menit pengusulan pembayaran

" |Pegawai (staf) ke sub bagian

keuangan

kinerja, laptop

tunjangan kinerja

Mengarsipkan Laporan

. |pengukuran kinerja Pegawai

laporan pengukuran
kinerja, buku agenda

15 Menit

laporan pengukuran kinerja

diarsipkan

(staf)

Keterangan Gambar :

1 - = Awal/akhir Proses

2 - = Proses

3 - = Dokumen Hardcopy/ Softcopy
4 ’ = Pengambilan Keputusan

5 — = Alur Proses Perbaikan
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